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Pendahuluan

® Kronologisingkat proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari

awal hingga tengah tahun 2022.

Januari

68% (267.032) satun pendidikan
PTM 100% dgn durasi belajar max 6
jam

21% (96.000) satuan pendidikan
PTM 50% dgn durasi belajar max 6
jam

10% PTM 50% dengan durasi
belajar max 4 jam

1% PJJ

Tidak ada wilayah PPKM level 4

SKB 4 Menteri

Februari

Beberapa daerah seperti Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
DIY, DKI Jakarta menyetop PTM
terbatas dan Kembali ke PJJ

Kasus baru Covid-19 naik secara
signifikan (dari ratusan kasus baru
menjadi puluhan ribu kasus baru)

Kemdikbudristek mengeluarkan
SE Mendikbud-Ristek No 2 Tahun
2022 tentang Diskresi Pelaksanaan
SKB 4 Menteri: PPKM level 2 boleh
melakukan PTM 50 persen

April

Berbagai daerah seperti Jawa
Tengah, Kota Bekasi, Kota
Tangerang, Jakarta, Yogyakarta,
Bali, dan lain-lai, kembali
memberlakukan PTM 100 persen
terbatas dan 50 persen terbatas.




Pendahuluan

Hingga pertengahan Juni 2022, SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa

Pandemi Covid-19 telah mengalami penyesuaian sebanyak enam kali.

Dalam penyesuaian keenam satuan pendidikan yang berada di daerah PPKM level 1, 2, dan 3 dengan
capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen dan capaian vaksinasi
dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 60 persen di tingkat kabupaten/kota, maka PTM dilaksanakan
setiap hari dengan jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas, dan jam pelajaran sesuai

dengan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan.

Selain perbedaan jam pelajaran, dalam penyesuaian keenam ini pemerintah juga telah memperbolehkan

pembukaan kantin, serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga.

Jika melihat implementasi PTM terbatas sebelumnya, di akhir bulan Januari 2022, PTM terbatas justru

menjadi salah satu klaster penularan Covid-19.



Pendahuluan

Salah satu penyebabnya adalah lengahnya penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan
(misal: tidak diterapkannya jarak satu meter di ruang kelas, adanya kerumunan siswa baik itu di
kantin maupun di ruangan, serta tidak terbukanya sirkulasi udara di ruang kelas, dll)

Lengahnya penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan dalam proses PTM terbatas menunjukkan
bahwa SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 belum
diimpementasikan dengan maksimal, sehingga satuan pendidikan menjadi salah satu klaster penyebaran
virus Covid-19.

Padahal, studi terdahulu menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka masih lebih efektif dibanding
pembelajaran jarak jauh

Penelitian ini ditujukan untuk melihat proses pembelajaran yang ada di beberapa daerah di Indonesia saat
ini, termasuk pada kendala yang masih dihadapi siswa dan guru, baik itu dalam PJJ maupun PTM terbatas.
Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19



Pertanyaan Penelitian

® Apa saja kendala dalam proses pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh

yang masih dihadapi oleh siswa dan guru sekolah dasar dan menengah di Indonesia?

® Bagaimana Implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan

Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19?

® Apa saja rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemangku kepentingan

terkait pelaksanaan proses pembelajaran di tahun ketiga pandemi?



Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan
wawancara.

Informan dalam proses wawancara adalah siswa dan guru yang menjalani PTM dan PJJ di beberapa
daerah di Jawa Tengah.

Jawa Tengah dipilih karena pada tahun 2021, daerah tersebut mendapatkan apresiasi dari United
Nations Internastional Children’'s Emergency Fund (UNICEF) dalam pelaksanaan PTM, terutama
dalam hal memperhatikan keamanan dan kesehatan siswa, guru, maupun orang tua. Selain itu,
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga pernah memiliki rencana untuk mengembangkan
platform untuk memantau kesiapan dan keamanan sekolah untuk menyelenggarakan PTM

Studi literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal, website
pemerintah, media, dan lain-lain. Data sekunder yang dicari dalam penelitian ini bukan hanya data
mengenai proses PTM dan PJJ di Jawa Tengah saja, namun juga di daerah-daerah lain di Indonesia.



Tinjauan Pustaka

Distance Learning/PJJ

Barros (dalam Costa et al,, 2020) berargumen bahwa pembelajaran jarak jauh selain merupakan
proses belajar yang dimediasi oleh teknologi, juga memiliki karakteristik lain seperti adanya
perbedaan waktu dan ruang dari agen, sehingga dibutuhkan kebiasaan untuk belajar mandiri.
Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh menjadi metode pengajaran yang memungkinkan
terwujudnya pendidikan yang berkualitas dengan mengatasi permasalahan ruang dan waktu dan
memanfaatkan teknologi baru yang terus muncul.

Moore dan Kearsley (2011) mendefinisikan pembelajaran jarak jauh sebagai metodologi pengajaran
dan pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi, dalam prosesnya agen terlibat secara terpisah baik
itu secara temporal maupun tidak.

Belloni (1999) menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh erat kaitannya dengan produksi dan
kualifikasi. Lembaga yang menerapkan pembelajaran jarak jauh perlu berinvestasi lebih pada
platform pembelajaran virtual. Menurut Belloni, pembelajaran jarak jauh akan membawa pada
fleksibilitas, kepraktisan, dan pemangkasan biaya pendidikan jika dibandingkan dengan proses
pendidikan yang dilakukan di dalam kelas.

&



Tinjauan Pustaka

Keuntungan & Kerugian PJJ

Kokemuller (n.d.) dalam artikel yang ia tulis menyatakan bahwa online education/ pendidikan
online/pembelajaran jarak jauh memiliki banyak manfaat bagi orang dewasa yang telah bekerja. Dengan
adanya pendidikan online, orang yang telah bekerja memiliki kesempatan untuk mengambil kelas dan
menyelesaikan perkuliahan mereka. Namun, terlepas dari kelebihannya, mahasiswa/siswa yang tidak
terbiasa/ tidak memiliki keterampilan dalam belajar online harus lebih berjuang untuk menggunakan
berbagai platform belajar online. Apalagi beberapa platform belajar online juga masih memiliki keterbatasan.

Online education memiliki kelemahan seperti kurangnya kontak secara langsung. Hal tersebut berdampak
negatif pada kemampuan siswa untuk berinteraksi baik itu dengan guru maupun rekan sebaya. Tidak adanya
kontak langsung juga dapat menghilangkan beberapa aspek sosial seperti interaksi sosial yang terjadi secara
informal di satuan pendidikan.

Efek negatif lain dari kelas online adalah risiko putus sekolah yang lebih tinggi. Sebuah studi yang
dipublikasikan pada bulan Juli 2011 oleh Columbia University Community College Research Center,
menunjukkan bahwa mahasiswa perguruan tinggi Washington lebih mungkin untuk meninggalkan kelas
online daripada kelas tradisional. Tingkat penyelesaian kelas tradisional adalah 90 persen, sementara kelas
online adalah 82 persen. Selain itu, siswa dalam studi yang mengambil kelas online cenderung tidak
menyelesaikan kelas mereka atau pindah ke perguruan tinggi lain.

&



Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), terdapat enam variabel yang dapat meningkatkan kejelasan
antara kebijakan dan kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan; komunikasi antar
organisasi dan pengukuran aktivitas; karakteristik organisasi; komunikasi antar organisasi; kondisi sosial,
ekonomi, dan politik; sikap atau karakter pelaksana.

Menurut Peter (dalam Tangkilisan, 2003), beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan
implementasi kebijakan diantaranya:

o Kurangnya informasi yang dapat berakibat pada gambaran-gambaran yang kurang tepat
mengenai isi kebijakan yang sesungguhnya.

o Isi kebijakan yang samar-samar dan tidak jelas atau tidak tegas

o Tidak cukupnya dukungan (sumber daya) dalam melaksanakan kebijakan




Hasil dan Pembahasan

Proses Pembelajaran di Awal Implementasi SKB 4 Menteri
hingga Pertengahan Tahun

Ketiga Pandemi Covid-19




Hasil dan Pembahasan

Keputusan bagi satuan pendidikan untuk melakukan PTM atau PJJ sangat berkaitan dengan
perkembangan kondisi Covid-19 di wilayah tempat satuan pendidikan berada.

Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, beragam langkah dan penyesuaian kebijakan dilakukan
oleh satuan pendidikan dan pemerintah di berbagai daerah untuk menyesuaikan proses
pembelajaran dengan situasi Covid-19.

Di pertengahan bulan Juni 2022, kebanyakan satuan pendidikan di Indonesia sudah menerapkan
PTM secara penuh. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti (Kemendikbud RI,
14/06/2022), saat ini terdapat 94 persen sekolah yang menjalankan PTM penuh. Terdapat satu
kabupaten di Papua yang belum mengikuti PTM 100 persen karena masih berada di PPKM level 2.

Banyaknya satuan pendidikan yang sudah melakukan PTM sesuai dengan kondisi kondisi Covid-19
di Indonesia yang kian membaik

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 untuk pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali
yang berlaku mulai tanggal 2 s.d. 15 Agustus 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2022 untuk PPKM di Luar Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus s.d. 5
September 2022 menunjukkan bahwa seluruh wilayah Rl saat ini menerapkan PPKM level 1.



Hasil dan Pembahasan

Walaupun begitu, per 14 Juni 2022, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia kembali meningkat,
yakni menjadi 5.298 kasus aktif.

Tekahir di tanggal 10 Agustus 2022, jumlah kasus aktif tersebut semakin meningkat menjadi 52.043
kasus (kemkes.go.id)

Kondisi di atas menunjukkan bahwa siswa, guru, dan pemangku kepentingan di dunia pendidikan
lainnya hingga saat ini harus berdamai dengan kondisi yang sangat tidak pasti akibat pandemi.

Mengingat bahwa proses pembelajaran di satuan pendidikan sangat terpengaruh oleh situasi
Covid-19 yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, guru, siswa, dan pemangku kepentingan lain di
dunia pendidikan perlu bersikap fleksibel dan perlu mempersiapkan jenis proses pembelajaran
apapun, baik itu, PTM, PJJ, maupun pembelajaran campuran.

Berdasarkan hasil wawancara pada lima siswa dan satu guru di Kabupaten Magelang dan Sragen,
masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran di awal tahun ketiga
pandemi ini. Baik itu pada PJJ, PTM, maupun pembelajaran campuran.



Hasil dan Pembahasan

Dari kelima siswa yang melakukan wawancara, semuanya mengaku bahwa penjelasan dari guru
lebih mudah diterima ketika PTM dibanding saat PJJ. Saat PJJ, guru biasanya hanya memberikan
penjelasan melalui video dari platform YouTube. Bahkan, saat PJJ terdapat guru yang tidak
memberi penjelasan materi, namun langsung memberi tugas pada siswa. Hal tersebut membuat
siswa kurang memahami materi pelajaran saat PJJ.

Bukan hanya siswa saja yang lebih memilih PTM, namun guru juga. Berdasarkan penuturan dari
salah satu guru yang menjadi informan dalam studi ini, sejauh ini banyak kendala yang
ditemukan saat PJJ, sebab saat PJJ guru tidak dapat memantau kegiatan siswa secara langsung.

Sementara, saat PTM, interaksi secara langsung antara guru dengan siswa dapat terjalin. Hal
tersebut membuat proses penjelasan materi dan penerimaan materi menjadi lebih mudah.

Selain itu, PJJ juga membuat guru dan siswa merasa jenuh, sehingga ada siswa yang
mengabaikan tugas dari guru

Temuan tersebut menunjukkan bahwa informan dalam studi ini masih menganggap bahwa PTM
lebih efektif dibanding PJJ karena beberapa alasan yang telah disebutkan.



Hasil dan Pembahasan

Kondisi yang hampir sama juga dirasakan oleh siswa di Kota Bekasi. Hasil studi Hotijah (2022)
menunjukkan bahwa saat PJJ, siswa dari jurusan lImu Pengetahuan Alam (IPA) mengaku
kesulitan dalam memahami mata pelajaran Fisika saat dijelaskan secara online. Sementara siswa
dari jurusan lImu Pengetahuan Sosial (IPS) mengaku paham pada materi yang dijelaskan oleh
guru, meskipun pemahaman mereka tidak sebaik saat PTM. Informan dalam studi Hotijah juga
menyatakan beberapa kendala lain saat PJJ, diantaranya adalah masalah koneksi dan kuota
internet yang kurang mendukung.

Sikap siswa dan guru yang menganggap bahwa PTM lebih efektif dapat disebabkan karena
kurangnya perencanaan yang matang saat PJJ, sehingga banyak siswa yang merasa jenuh dan
tidak memahami pelajaran.

Menurut Evitasari & Utamaningtyas (2021), perencanaan yang matang dan baik mampu
mendorong kegiatan pembelajaran berlangsung lancar, terstruktur dan terarah karena seluruh
elemen pembelajaran dirumuskan dan digambarkan dengan baik.

Kemungkinan lain penyebab masih banyaknya kendala saat PJJ adalah pelaku pendidikan di
Indonesia masih belum terbiasa dengan teknologi. Kebanyakan siswa dan guru di Indonesia baru
melakukan PJJ saat pandemi Covid-19, yakni di awal tahun 2020



Hasil dan Pembahasan

Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa di awal tahun ketiga pandemi ini, mereka sudah
lebih terbiasa dalam menggunakan teknologi untuk melakukan pembelajaran. Walaupun begitu,
mereka juga tidak menampik masih adanya kendala yang dihadapi.

Terkait dengan kendala penggunaan teknologi, jika dianalisis dengan pendapat Kokemuller (n.d.),
siswa yang memiliki hambatan dengan teknologi akan membutuhkan interaksi yang teratur
dengan guru dan teman-teman mereka. Saat PJJ berlangsung, mereka juga harus lebih berjuang
untuk menggunakan berbagai platform belajar daring, padahal sebenarnya platform-platform
tersebut juga masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, banyak siswa dan guru yang masih
lebih memilih PTM dibanding PJJ

Beberapa informman mengatakan bahwa mereka lebih senang melakukan PTM karena adanya
interaksi sosial dengan teman-teman mereka.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa di tengah berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh P33,
tetap ada aspek sosial yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Sesuai dengan pernyataan
Kokemuller (n.d) yang menyatakan bahwa online education memiliki kelemahan, seperti kurangnya
kontak secara langsung. Hal tersebut berdampak negatif pada kemampuan siswa untuk
berinteraksi, baik itu dengan guru maupun teman sebaya. Tidak adanya kontak langsung juga
dapat menghilangkan beberapa aspek sosial, seperti interaksi sosial yang terjadi secara informal di
satuan pendidikan.



Hasil dan Pembahasan

Efek negatif lain dari adanya PJJ adalah adanya risiko putus sekolah yang lebih tinggi.

Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Columbia University Community College Research Center
pada bulan Juli 2011 menunjukkan bahwa mahasiswa perguruan tinggi di Washington lebih
mungkin untuk meninggalkan kelas online daripada kelas tradisional.

Kondisi tersebut sesuai dengan keterangan salah satu guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di
Sragen yang membenarkan adanya kasus putus sekolah di sekolahnya yang terjadi akibat PJJ.



Hasil dan Pembahasan

Jika melihat penyesuaian keenam SKB 4 Menteri tersebut, dalam panduan penyelenggaraan
pembelajaran pada poin satu, disebutkan bahwa satuan pendidikan dapat menyelenggarakan
PTM setiap hari dengan jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas, dan jam
pembelajaran sesuai dengan kurikulum jika satuan pendidikan tersebut berada pada level 1, 2,
dan 3, dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80%
persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 60 persen di tingkat
kabupaten/kota.

Berdasarkan penuturan salah satu informan yang merupakan guru di MAN 2 Sragen, satuan
pendidikan tempatnya mengajar telah melaksanakan PTM setiap hari dengan jumlah jam
pembelajaran hampir sama dengan kurikulum. Langkah tersebut dilakukan karena 100 persen
guru dan tenaga kependidikan di sana telah melakukan vaksinasi Covid-19 ketiga, sementara 100
persen siswa di sana telah melakukan vaksinasi Covid-19 kedua.

Jika melihat angka vaksinasi Covid-19 di Indonesia, data dari vaksin.kemkes.go.id (15/06/2022)
menunjukkan bahwa 96,51 persen dari total target sasaran masyarakat telah melakukan vaksinasi
dosis pertama, 80,79 persen masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis kedua, dan 23,18 persen
masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis ketiga.



Hasil dan Pembahasan

Per tanggal 10 Agustus 2022, data vaksin.kemkes.go.id menunjukkan bahwa 97.18% dari total
target sasaran masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis pertama, 81,61% masyarakat telah
melakukan vaksinasi dosis kedua, dan 27,34% masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis ketiga

Walaupun pencapaian vaksinasi di Indonesia semakin membaik, namun hal tersebut sebaiknya
tidak menjadi alasan bagi masyarakat, termasuk pelaku pendidikan untuk mengabaikan
protokol kesehatan.

Studi yang dilakukan oleh Lanzavecchia et al., (2021) di Chile menunjukkan bahwa tidak ada
intervensi tunggal yang 100 persen efektif menangani Covid-19. Hanya kombinasi dari beberapa
intervensi yang dapat melindungi masyarakat dari penularan dan penyebaran virus tersebut.
Maka dari itu, walaupun jumlah vaksinasi penduduk di Indonesia kian membaik, namun
penerapan protokol kesehatan juga masih perlu ditegakkan. Apalagi saat ini status Covid-19
sebagai pandemi di Indonesia masih belum dihapuskan.

Dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-
19 disebutkan bahwa PTM di dalam maupun di luar lingkungan satuan pendidikan dilakukan
dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya yakni menutup masker sesuai dengan
ketentuan, yaitu menutup hidup, mulut, dan dagu; menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau
antar-kursi/meja; menghindari kontak fisik, dan lain-lain.



Hasil dan Pembahasan

Namun, informan dalam studi ini menyatakan bahwa saat ini penerapan protokol kesehatan
tidak dilakukan dengan ketat. Menurut mereka, kini satuan pendidikan sudah tidak
mewajibkan penggunaan masker dan menerapkan social distancing. Kondisi tersebut tidak
sesuai dengan mandat yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Di berbagai satuan pendidikan, protokol kesehatan sudah tidak lagi diterapkan dengan ketat.
Bukan hanya di Kabupaten Magelang dan Sragen saja, namun satuan pendidikan di daerah lain
juga banyak yang melanggar aturan mengenai penerapan protokol kesehatan.

Kepala Bidang Advokasi P2G, Imam Zanatul Haeri, menyatakan bahwa sejak PTM 100 persen
dimulai beberapa bulan lalu, prokes banyak dilanggar oleh warga sekolah. Siswa dan guru
semakin tidak disiplin protokol kesehatan (padek.jawapos.com, 12/05/2022).

Padahal, untuk menghindari Covid-19, vaksinasi saja tidak cukup. Penerapan protokol
kesehatan yang tepat juga masih dibutuhkan.

Baru-baru ini juga muncul kasus hepatitis akut yang banyak menyerang anak-anak dan juga
varian baru Covid-19, yakni Omicron subvarian BA.4, BA5, dan BA.4.6 yang telah terdeteksi di
Indonesia.



Hasil dan Pembahasan

Lengahnya penerapan protokol kesehatan menunjukkan bahwa aturan yang tertuang dalam
SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
belum diimplementasikan dengan baik.

Studi yang dilakukan oleh Nursuci (2022) menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam
mengimplementasikan SKB 4 Menteri di lokasi studinya, yakni kurangnya komunikasi,
kurangnya kesadaran warga sekolah, dan kurangnya kerjasama warga sekolah. Kendala
implementasi SKB tersebut juga tercermin dalam studi ini.

Informan yang merupakan guru MAN di Sragen menyatakan bahwa kebanyakan guru di
satuan pendidikannya hanya mengetahui gambaran utama dari aturan tersebut. Informan
mengaku tidak mengetahui aturan tersebut secara menyeluruh. la juga menyatakan bahwa
pernah ada sosialisasi terkait SKB tersebut, namun hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak
tertentu saja, misalnya wakil kepala sekolah.



Hasil dan Pembahasan

Kurangnya komunikasi antara guru dengan pemimpin satuan pendidikan, dalam hal ini adalah
wakil kepala sekolah, yang menyebabkan guru tidak menangkap informasi secara keseluruhan
dari SKB 4 Menteri. Menurut Peter (dalam Tangkilisan, 2003), kurangnya informasi dapat
berakibat pada gambaran-gambaran yang kurang tepat mengenai isi kebijakan yang
sesungguhnya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kegagalan implementasi.

Selain kurangnya komunikasi dan informasi, tidak cukupnya dukungan dari pemerintah,
minimnya kesadaran warga sekolah, dan kurangnya kerja sama juga menjadi salah satu
penghambat penerapan implementasi SKB 4 Menteri.

Pernyataan informan terkait lengahnya penerapan protokol kesehatan di kalangan guru dan
siswa menunjukkan minimnya kesadaran dari semua pihak.

Sementara ketidaktahuan guru mengenai aturan secara menyeluruh dan juga mengenai
upaya pengimplementasiannya menunjukkan kurangnya kerja sama antara pimpinan sekolah
dengan guru, yang dapat menghambat keberhasilan implementasi aturan tersebut.



Berdasar analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa di awal hingga pertengahan tahun ketiga
pandemi ini, siswa dan guru di beberapa daerah di Indonesia lebih memilih untuk melakukan
PTM dibanding PJJ.

Menurut siswa yang menjadi informan dalam penelitian ini, penjelasan dari guru saat PTM lebih
mudah dipahami.

Saat PTM juga memungkinkan adanya interaksi sosial secara langsung dengan teman sebaya
yang tidak terjalin saat PJJ.

Selain siswa, guru juga lebih memilih untuk PTM, sebab interaksi secara langsung memudahkan
guru untuk mengontrol kegiatan siswa. Saat PTM guru juga mengaku lebih mudah dalam
memberikan penjelasan kepada siswa.

Selain itu, PJJ juga membuat anak dan guru merasa jenuh, bahkan ada siswa yang putus sekolah
akibat kejenuhan yang dialami saat PJJ.



Angka vaksinasi yang tinggi membuat hampir seratus persen sekolah di Indonesia sudah
melakukan PTM. Ada yang melakukan PTM secara penuh, ada juga yang masih melakukan PTM
terbatas.

Namun walaupum angka vaksinasi sudah tinggi, seharusnya siswa, guru, tenaga kependidikan,
dan pelaku pendidikan lainnya tetap beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebab,
vaksinasi saja tidak cukup untuk menangkal Covid-19. Apalagi saat ini muncul kasus hepatitis akut
dan varian baru Covid-19.

Lengahnya penerapan protokol kesehatan menunjukkan bahwa aturan yang tertuang dalam SKB
4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 belum
diimplementasikan dengan baik.

Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan implementasi SKB tersebut diantaranya
kurangnya komunikasi dan kerja sama antar penyelenggara pendidikan, serta kurangnya
kesadaran warga satuan pendidikan untuk mengimplementasikan aturan tersebut.



Rekomendasi

Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu merumuskan visi
misi pendidikan Indonesia pada aspek teknologi dalam Rancangan UndangUndang Sistem
Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Kedua, Kemendikbudristek, Kemeterian Agama, dan sektor privat yang bergerak di dunia
pendidikan perlu mendesain sistem pembelajaran campuran yang terstruktur, terarah, dan
menarik.

Kemendikbudristek, Kemeterian Agama, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sektor
privat, dan pemangku kepentingan lain terkait perlu melakukan pemugaran terhadap LPTK dan
Pendidikan Profesi Guru (PPQG).

Kemendikbudristek dan Kementerian Agama dengan dibantu oleh dinas terkait perlu melakukan
evaluasi secara berkala terhadap penerapan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.




Rekomendasi

v Untuk memaksimalkan keberhasilan implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Kemendikbudristek, Kementerian
Agama, pemerintah daerah, dan dinas terkait perlu memberikan dukungan bagi satuan pendidikan.
Dukungan tersebut dapat berupa bantuan finansial atau sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan
kesehatan satuan pendidikan.

v Pimpinan satuan pendidikan juga perlu meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan semua
warga sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan untuk mendorong keberhasilan
implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi
Covid-19.




TERIMA KASIH

Kontak

nisaaul@theindonesianinstitute.com
082242407653

www.theindonesianinstitute.com



http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

